
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR i, TAHUN 2020 

TENTANG 

ORGANISASI RUMAH SAK.IT UMUM DAERAH KUALA KURUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang a . 

b . 

C. 

d. 

Mengingat 1. 

BUPATI GUNUNG MAS, 

bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan 
dasar di b idang kesehatan serta tuntu tan 
terhadap pelayanan kesehatan masyarakat 
yang bermutu, efektif dan efesien perlu adanya 
peningkatan Kelas Ruma h Sakit Umum 
Daerah Kuala Kurun; 
bahwa berdasarkan visi, misi dan urusan yang 
dimiliki Daerah, kebutuhan, kemampuan dan 
ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil 
analisi jabatan dan analisis beba n kerja 
rnaka dilakukan penataa n terhadap susunan 
organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah Kuala Ku run; 
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Kuala Kurun perlu d iperbaharui sesuai 
dengan dinamika perkembangan klasifikasi 
rumah sakit; 
bahwa berdasarkan pcrtimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Organisasi Rumah Sakit 
Umum Daerah Kuala Kurun; 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabu paten Katingan, 
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gu nung 
Mas, Kabupaten Pu lang Pisau , Kabupaten 
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah un 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Nomor 4 180); 
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Urnum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2018 
ten tang Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, TambahaJ1 Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6178); 



8. 

9. 

10. 

11. 
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Peraturan Menteri Kesehatan 
1045/MENKES/PER/Xl/2006 
Pedornan Organisasi Rurnah 
Lingkungan Depertemen Kesehatan; 

Nomor 
tentang 

Sakit di 

Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 56 Tahun 
2014 ten tang Klasifikasi dan Perizinan Ru mah 
Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1221); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 
Tahun 2018 tentang Pembina.an dan 
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1539); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

dan 

Menetapkan 

BUPATI GUNUNG MAS 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gunung Mas. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 
adalah RSUD Kuala Kurun. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan klasifikasi RSUD Kuala 
Kurun kelas C. 

(2) RSUD Kuala Kurun adalah unit pelalrnana teknis Daerah di bidang 
kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus dan otonom, yang 
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum 
Daerah. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2008 Nomor 99 , Tambahan Lembaran Daerah Kabu paten 
Gunung Mas Nomor 99 .a) d icabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah in i dengan pen empatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 17 Februari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

ttd 

Y ANSITERSON 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 17 Februari 2020 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 276 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH : 01, 02/ 2020 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

GUANHIN, SH 
NIP. 19651110 19 203 1 013 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR ! TAHUN 2020 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN 

I. UMUM 

II. 

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang 
dianggap mempunyai peranan yang cukup penting adalah 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelayanan 
Kesehatan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan maka pelayanan harus memenuhi 
berbagai syarat diantaranya tersedia dan berkesinambungan, dapat 
diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. 

Saat ini, rumah sakit bcrada dalam iklim persaingan yang 
sangat ketat. Masyarakat sebagai pelanggan berada dalam posisi 
yang lebih kuat karena semakin banyak pilihan rumah sakit yang 
dapat melayaninya. Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga 
semalan kritis terhadap pelayanan kesehatan. Dalam kondisi seperti 
ini, agar tetap dapat eksis melayani pelanggannya, rumah sakit 
harus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Salah satu 
aspeknya adalah kemauan dan kemampuan dalam memberikan 
pelayanan yang prima. Oleh karena itu diperlukan paradigma dan 
sikap mental yang berorientasi melayani, serta pengetahuan dan 
keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan yang 
prima. 

Dalam Peraturan Daerah ini untuk menetapkan klasifikasi 
rumah sakit kelas C berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku sehingga perlu penyesuaian terhadap 
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 
lenlang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakil Umum Daerah Kuala 
Kurun sesuai dengan dinamika perkembangan klasifikasi rumah 
sakit. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cu kup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR ~"fG.tt 


